
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 321 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin ten tang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

WALIKOTABANJARMASIN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN 2020

TENTANG

PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN2021

WALIKOTABANJARMASIN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6396)

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6573);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Waki! Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan
Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51)

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);



Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berilrut:

Pasal2

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPEWAKILANRAKYATDAERAHKOTABANJARMASIN

DAN

WALlKOTABANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019
Nomor 10);

36. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5).



Rp299.206.210.881.10
Rp 6.013.457.631,90

b. Realisasi
Selisih lebih/kurang

Rp305.219.668.513,OO

(4)SelisihAnggarandengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar
Rp6.013.457.631,90dengan rincian sebagai berikut:
a. AnggaranPenerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan

fRp 47.796.931.419,60)
(Rp257 .422. 737 .093,40)

b. Realisasi
Selisih lebih/kurang

(Rp305.219.668.513,00)

(3)Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sebesar
(Rp257.422.737.093,40)dengan rincian sebagai berikut:
a. AnggaranSurplus/Defisit

setelah perubahan

Rp1.738.015.037.866.95
Rp 196.828.479.862,05

b. Realisasi
Selisih lebih/ (kurang)

(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sebesar
Rp196.828.479.862,05 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran setelah Perubahan Rp1.934.843.517.729,00

(Rp 60.594.257.231,35)SeUsih lebih/(kurang)

(1)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sebesar
(Rp60.594.257.231,35) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaransetelah Perubahan Rp1.629.623.849.216,00
b. Realisasi Rp1.690.218.106.447.35

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 3

Rp299.206.210.881,10
Rp251.409.279.461,50

Pembiayaan Netto
Slaa Leblh Pembiayaan Anggaran (SlLPA)

0.00Rp

Rp299 .206.21 0.881,10

Rp1.690.218.106.447,35

Rp1.738.015.037.866.95

(Rp47.796.931.419,60)

a. Pendapatan

b. Belanja

Surplus / (Defisit)

c. Pembiayaan

- Penerimaan

- Pengeluaran



Rp 92.230.540.568,99Surplus/(Defisit) LO

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
Ohuruf d per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO Rp1.705.148.387.914,01

b. Beban Rp1.565.557.033.806,02

c. Surplus/Deflsit Kegiatan Non Operasional Rp 102.515.158,00
d. Pos Luar Biasa Rp 47.463.328.697,00

Pasal 6

Rp5.620.233.809.461,71

Rp 67.862.579.594,71

Rp5.552.371.229.867,00

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31
Desember tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2020 sebagai
berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp269.727.666.893,10

b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp269.727.666.893,10)

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp251.409.279.461,50

Saldo AnggarBnLebih Akhlr Rp251.409.279.461,SO

Pasal 4

Rp299.206.210.881, 10

Rp 6.013.457.631,90

b. Realisasi

SeHsih lebih/kurang

Rp305.219.668.513,00

(6)Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sebesar
Rp6.013.457.631,90 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan

0,00Rp

0,00Rpb. Realisasi

SeHsih lebih/kurang

0,00Rp

(5)Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar
RpO,OOdengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan



a. Lampiran I
Lampiran1.1

Laporan RealisasiAnggaran, terdiri atas
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran 1.2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasall0

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik
secara kuantatif maupun kualitatif atas pos-pos LaporanKeuangan.

Pasal 9

d. DampakKumulatifPerubahan KebijakanRp 64.545.569.786,88
Akuntansi/Koreksi Kesalahan
Jumlah Ekuitas Akhir Rp5.552.371.229.867,OO

Rp 0,00
Rp 92.230.540.568,99

b. KenaikanjPenurunan Ekuitas
c. Surplusj (Defisit)LO

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1)huruf f per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal Rp5.395.595.119.511,13

Pasal 8

Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2020 Rp251.409.279.461,50

Rp323.861.984.251,35a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Asset non Keuangan (Rp342.180.371.682,95)

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaanj
Pembiayaan Rp 0,00

d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitorisj
Non Anggaran Rp 0,00

e. KenaikanjPenurunan Kas (Rp 18.318.387.431,60)

f. SaldoKasAwalPer 01 Januari Tahun 2020 Rp269.727.666.893,10

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (1)huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020
sebagai berikut:

Pasal 7



Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2)
terdiri dari:
a. Laporan Kinerja.
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik DaerahfPerusahaan

Daerah tercantum dalam Lampiran XXyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Programdan Kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka PengelolaanKeuangan Negara;
Laporan Perubahan SaldoAnggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan keuangan;
daftar rekapitulasi piutang daerah;
daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;
daftar rekapitulasi dana bergulir dan
penyisihan dana bergulir;
daftar penyertaan modal (investasi)daerah;
daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;
daftar rekapitulasi aset tetap;
daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
daftar rekapitulasi aset lainnya;
daftar dana cadangan daerah;
daftar kewajibanjangka pendek;
daftar kewajibanjangka panjang;
daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;
Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah.

t. Lampiran XX

b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. LampiranVIII
i. Lampiran IX

j. LampiranX

k. LampiranXI
1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV
o. LampiranXV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII
s. Lampiran XIX

Lampiran 1.4

Lampiran 1.3



LEMBARANDAERAH KOTABANJARMASINTAHUN 2021 NOMOR 1
NO. REGISTRASI PERATURANDAERAHKOTABANJARMASIN,
PROVINSI KALIMANTANSELATAN: (1-86/2(21)

-SUGITO

Plh. SEKRETARIS DAERAHKOTABANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2.4 Agustus 2021

IBNU SINA

WALlKOTABANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2021

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12


